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ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Pasal 12 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota.
Bahwa untuk memberitahukan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur untuk mengetahui pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, dan
menjadikan kampanye yang adil bagi semua Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Utara ini adalah :

PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
615); PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (COVID-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana
telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (COVID-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26/PP.01.2-
Kpt/65/Prov/1X/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-



CATATAN:

Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 56/PL.02.5-
Kpt/65/Prov/1X/2020 2020 diatur tentang :

1. Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020
sebesar Rp 57.403.598.000 (Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Juta
Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah); 2. Pembatasan
Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
disusun dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan
Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah,
bahan Kampanye, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan
manajemen Kampanye/konsultan;3. Pembatasan Pengeluaran Dana
Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi acuan
bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Utara Tahun 2020 dan/atau Tim Kampanye dalam penggunaan
pengeluaran dana kampanye;4. Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan tanggal 29 September 2020;



